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INSTRUKS] GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR :INST/ 5. /BP-7/HK/1996

TENTANG

PELAKSANAAN PENATARAN P-4 DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN 1886-1887

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 sebagal
bagian dari pembangunan bidang politik masih perlu
ditingkatkan dan diperluas dengan tetap mengsacu
pada krida ketiga Kabinet Pembangunan VI yaitu
pembudayasan Mekanisme Kepemimpinsan Nasional
berdasarkan UUD 1945, Idiologi Pancasila, Demokrasi
Pancasila dan P-4 (Ekaprasetya Pancakarsa) ;

b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 19968 tentang pelaksanaan Penataran
P-4 di Daersah seluruh Indonesia, perlu
diselenggarakan Program Penataran P-4 Pola
Pendukung 25 Jam dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung

c¢. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas,
perlu dikelusrkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung tentang Pelaksanaan Penataran P-4
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1874 tentang pokok-

pokok Pemerintah di Daersah ;

Keputusan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1979 tentang

Pembentukan BP-7 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 Tahun 1880

tentang Organisasi dan Tatakerja BP-7 Daerah

Tingkat I Lampung ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1881
tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7
Daerah Tingkat II ;
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Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden R.I. Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1896
tentang Pelaksanaan Penataran P-4 di Daerah seluruh
Indonesia.
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3. Surat Repala BP-7 Pu=zat Nomor 234 /BP-
TARA/VILI/1984 tanggsal 20 Juli 1984 Perihasl
Penataran P-4 Pola Pendohkung 25 Jam.

MENGINSTRUKSIKAN

Para Bupati [/ Walikotamadyva EKepala Daerah Tingkat
IT se-Propinsi Lampung.

Menvelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendnkuang 23
Jam di Kabupaten / Kotamadva Daerah Tingkat II
masing-masing. dalam pelsaksansannyva agar berpe-
doman psda Instruksi Menteri Dslam Negeri Nomor 13
Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Penstasran P-4 di
Daerah selurvh Indonesisa,

Dalam melaksanakan diktum Pertama diatas harus
dengan sebaik-bailknysa dan memperhatikan hal-hal
saehagal berikut

a. Pelsporsn dilasksanaksn menurut Jasngka waktu/

pertriwalan dan pada akhir tahun pelaporan
secara keseluruhsan dalam bentuk Honitoring dan
Evaluasi ;

kv, Dalsm wenuniuk c¢alon Petstar dan Penatar,
Fenanggung jawab Pelaksana (Kepala BP-7 Tingksat
I1) hendaknya bervhkonsultasi dengan Kepslzs Kantoxr
coonsial Foilitik Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat I1 setempat ;

Pengalokasian Dana baik dsasri ganjaran maupun
AFPBD Daerah Tingkat II masing-masing sudah dapat
direalisasikan pada awal Triwulan IT Tahun
Anggaran 1996-1987.
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d. Target minimal yang harus diecapsai oleh masing-
masing RKabupaten Daerah Tingksat 11 adsalah 4.000
(ewpat rikn) orang. khusus uantuk Kotamadya
Dasrah Tingkat II Bandsr Lawmpung dan Kabupaten
Dati TFTI Lampung Barat adalah 2.500 (Dus ribu
Lima ratus )y orang ;

0

Untuk memenuhi target tersebut hendaknya
diduknong oleh APBD Tingkat IT yang memadsai.

. Jumlah Fetatasr untuk setisp angkatan 100
(seratus) orang ;

Lokssi Penataran diprioritsskan pada Dess-dess
vang belum teriangksu coleh Penataran atan vyang
Jumiah wargs dess yvang telah ditatar P-4 masih
relatif sedikit.
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Untuk kelancarsn upaya peningkatan pelaksansan
Kegiatan Penataran P-4 di Daerah Tingkat II se-
Propinsi Lampung perln dibentuk kelompok kerja /
satnan kerja sebsgsi wahana kerjasama perangkat
Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 di Daerah.

Melaksanakan Instruksi 1ini dengan sebaik-baiknya

dan penuh rasa tanggung Jawab.
Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikelusarkan di Telukbetung
pada tanggsl 19 Jva 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | LAMPUNG

DTO

POEDJONO PRANYOTO

disampaikan kepada Yth.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di JAKARTA.
Kepala BP-7 Pusat di JAKARTA.

Dirjen SOSPOL Depdagri. di JAKARTA.

Kepala Direktorat SOSPOL tingkat I Lampung di TELURBETUNG.
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4., Kepala BP-7 Propinsi Dati I Lampung di TELUKBETUNG.
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Himpunan Instruksi

———— P Sl — — S — — —

— —— e Y — — — —



